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Abstract: The purpose of this research was to obtain empirical evidence of six independent variables and one 
dependent variable. Executive compensation, executive character, institutional ownership, the proportion of BOC, 
audit committee, and audit quality are the company's independent variables that affect tax avoidance which is the 
dependent variable.The objects used in this research is all manufacturing companies listed in Indonesia Stock 
Exchange (IDX) during the research period 2018 to 2020. The samples used in this study were 49 companies that 
were selected through purposive sampling with a total of 147 data. In this reaserch to test the hypothesis must 
using multiple regression analysis.The results shown in this research are audit quality has an influence on tax 
avoidance. Meanwhile, the executive compensation, executive character, institutional ownership, the proportion of 
BOC, and audit committee do not have any influence on tax avoidance. 
 
Keywords: tax avoidance, executive compensation, executive character, institutional ownership, proportion 

of boc, audit committee, audit quality 
 
Abstrak: Tujuan penelitian untuk mendapatkan bukti empiris dari 7 variabel independen dan 1 variabel dependen. 
Kompensasi eksekutif, karakter eksekutif, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, proporsi dewan 
komisaris independen, komite audit dan kualitas audit merupakan variabel independen perusahaan berpengaruh 
terhadap penghindaran pajak yang merupakan variabel dependen. Obyek yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode penelitian 2018 
sampai dengan tahun 2020. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 49 perusahaan yang telah 
diseleksi melalui metode pengambilan sampel purposive sampling dengan total 147 data. Dalam penelitian ini 
untuk menguji hipotesisnya menggunakan multiple regression analysis. Hasil yang ditunjukkan dalam penelitian 
ini yaitu kualitas audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.  Sementara Kompensasi eksekutif, 
karakter eksekutif, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit tidak 
memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. 
 
Kata kunci: penghindaran pajak, kompensasi eksekutif, karakter eksekutif, kepemilikan institusional, 

proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit 

 
 
PENDAHULUAN 

 
Pajak merupakan salah satu komponen 

penting dalam pembangunan Negara. Pajak 
yang dibayarkan rakyat kepada Negara 
berdasarkan undang-undang digunakan 

sebagai alat untuk membiayai berbagai macam 
pengeluaran publik. Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2009 yang berbunyi “Kontribusi wajib 
kepada Negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
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mendapat timbal balik secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan Negara bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 
Sayangnya masih banyak orang dan wajib 
pajak yang belum sadar mengenai pentingnya 
kewajiban membayar pajak meskipun pajak 
penting dalam pembangunan Negara.  

Indonesia memberlakukan sistem self 
assessment yaitu sebuah mekanisme yang 
digunakan dalam menghitung besarnya 
pemungutan pajak. Wajib pajak merupakan 
pihak yang diberikan hak penuh dalam hal 
menghitung, membayar, dan melaporkan 
sendiri besarnya kewajiban perpajakannya ke 
Kantor Pelayanan Pajak. Jenis pajak PPN dan 
PPh merupakan jenis pajak pusat yang 
menerapkan Self-Assessment System. Dalam 
buku Perpajakan Indonesia, Diaz Priantara 
(2016:7) mengemukakan Self-Assessment 
System adalah suatu system pemungutan 
pajak dimana wewenang untuk menghitung 
besarnya pajak terutang terletak pada Wajib 
Pajak. Wajib Pajak harus aktif menghitung, 
menyetor, dan melaporkan sendiri besar 
tanggungan pajaknya.  

Hal ini merupakan kesempatan bagi 
wajib pajak karena dengan memiliki wewenang 
menghitung sendiri besarnya pajak yang harus 
disetorkan. Maka, perusahaan dapat berusaha 
untuk menekan biaya yang mereka keluarkan 
agar jumlah besarnya kewajiban pajak yang 
harus disetorkan perusahaan dapat memiliki 
nominal yang kecil. 

Menurut Brian and Martani (2014), 
perusahaan dapat melakukan dua cara dalam 
memperkecil jumlah pajak yang dibayar yaitu 
memperkecil nilai pajak dengan tetap mengikuti 
peraturan perpajakan yang berlaku 
(penghindaran pajak) atau memperkecil nilai 
pajak dengan melakukan tindakan yang tidak 
sesuai dengan undang-undang perpajakan 
(penggelapan pajak).  

Perusahaan umumnya menginginkan 
keuntungan yang lebih besar dengan 
meminimalkan biaya yang dikeluarkan, 
terutama beban pajak. Perusahaan mengambil 

tindakan berupa strategi untuk meminimalisir 
pembayaran pajak dikarenakan, perusahaan 
banyak beranggapan bahwa kewajiban pajak 
yang dibayarkan merupakan salah satu beban 
yang cukup besar bagi perusahaan. Salah 
upaya perusahaan untuk mengurangi pajak 
adalah dengan menerapkan penghindaran 
pajak. Oleh karena itu dalam beberapa literatur 
akuntansi disebutkan bahwa penghindaran 
pajak tidak dapat dihilangkan dari dunia usaha 
wajib pajak, tetapi dapat diminimalisir dengan 
cara memonitor perusahaan agar tidak 
melakukan penghindaran pajak. Untuk 
meminimalisir penghindaran pajak dalam 
perusahaan diperlukan adanya strategi tata 
kelola perusahaan yang baik. 

Berbicara mengenai penghindaran 
pajak Direktur Jenderal Pajak Kementerian 
Keuangan Suryo Utomo angkat bicara soal 
penghindaran pajak yang diestimasi merugikan 
negara sebesar hampir Rp 68,7 triliun per 
tahunnya. Hal ini diumumkan oleh Tax Justice 
Network yang melaporkan nahwa akibat dari 
penghindaran pajak, Indonesia kini diperkirakan 
merugi hingga sebesar US$ 4,86 miliar per 
tahun. Besaran angka ini setara dengan Rp 
68,7 triliun bila dihitung menggunakan kurs 
rupiah pada penutupan di pasar spot pada hari 
Senin (22/11) sebesar Rp 14.149 per dollar 
Amerika Serikat (AS). Dalam laporan Tax 
Justice Network yang berjudul The State of Tax 
Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-
19 disebutkan dari angka tersebut, sebanyak 
US$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun 
diantaranya merupakan hasil dari pengindaran 
pajak korporasi yang ada di Indonesia. 
Sementara sisanya US$ 78,83 juta atau sekitar 
Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang 
orang pribadi (https://newssetup.kontan.co.id).  

Dalam penelitian berikut, terdapat 
berbagai factor yang berpengaruh terhadap 
praktik penghindaran pajak. Executive 
Compensation ini berbentuk seperti gaji 
tambahan dan atau bonus yang diberikan untuk 
manajer selain dari gaji pokok. Executive 
Character terdiri dari Risk takers dan risk 
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averse dimana, kedua karakter ini biasanya 
dimiliki oleh eksekutif. Pengambil risiko 
merupakan eksekutif perusahaan yang memiliki 
sifat sangat berani saat mengambil keputusan 
dalam berbisnis dan ingin memiliki pendapatan, 
jabatan, kekayaan, dan otoritas yang lebih 
tinggi. Biasanya semakin tinggi sifat Risk Taker 
dari seorang eksekutif. Maka akan semakin 
tinggi pula kemungkinan eksekutif dalam 
melakukan penghindaran pajak (Budiman & 
Setiyono 2012). 

Institutional Ownership memiliki suatu 
peranan penting dalam hal memantau, 
mendisiplinkan serta memengaruhi 
management di dalam manajemen pajak. 
Kehadiran investor institusional dianggap 
mampu menjadi mekanisme pengawasan yang 
efektif berkaitan dengan semua keputusan 
yang akan diambil oleh manajer. Penyebabnya 
yaitu investor institusional terlibat secara 
langsung dalam setiap pengambilan keputusan 
strategis yang mengakibatkan tidak mudah 
diperdaya terhadap tindakan manipulasi laba 
(Shafer and Simmons 2008). 

Proportion of Board Commisioner 
(BOC) penting dalam setiap perumusan strategi 
perusahaan yang dilakukan oleh dewan 
komisaris beserta manajemen perusahaan 
bersama-sama dengan stakeholder yang 
memungkinkan memberikan jaminan hasil yang 
efektif dan efisien termasuk didalam kebijakan 
perusahaan yang terkait dengan tindakan 
penghindaran pajak (Hanum and Zulaikha 
2013). 

The Audit Committee merupakan agen 
yang dibentuk dewan komisaris yang 
mempunyai tugas serta tujuan untuk melakukan 
kontrol dan pengawasan terhadap proses 
penyusunan laporan keuangan perusahaan 
dalam upaya penghindaran kecurangan yang 
dilakukan oleh pihak manajemen. Fungsi 
komite audit jika berjalan secara efektif dan 
efisien memungkinkan dalam pengendalian 
pada perusahaan dan laporan keuangan 
berjalan secara maksimal serta mendukung 
corporate governance (Prakosa 2014). 

Quality Audit berperan dalam menuntut 
transparansi setiap perusahaan, karena 
transparansi merupakan upaya pengungkapan 
laporan keuangan dengan apa adanya tanpa 
pemalsuan informasi. Kualitas audit yang baik 
dapat mebantu mengurangi praktik 
penghindaran pajak (Dewi and Jati 2014). 

 
Teori Keagenan 

Dalam penelitian berikut, teori yang 
digunakan dalam mendefinisikan penghindaran 
pajak perusahaan yaitu teori agensi. Teori ini 
menjelaskan mengenai hubungan kerja antara 
para pemegang saham dengan manajemen. 
Pemegang saham yang menyumbangkan dana 
dalam rangka kegiatan operasional perusahaan 
tidak dianggap sebagai pemilik perusahaan; 
mereka merupakan pengambil risiko yang ada 
dalam perusahaan. Teori keagenan ini 
mendasari praktik bisnis didalam perusahaan. 
Ketika pemilik perusahaan memperkerjakan 
pihak lain maka saat itulah teori keagenan atau 
teori agensi ini muncul. Manajemen merupakan 
agen yang ditunjuk langsung oleh pemegang 
saham kemudian diberikan tugas serta 
wewenang dan hak dalam mengelola 
perusahaan atas nama pemegang saham. 
Godfrey et al. (2010) dalam Yuliana dan 
Trisnawati (2015) mendefinisikan hubungan 
keagenan sebagai sebuah kontrak yang 
menyatakan bahwa seorang atau lebih principal 
meminta kepada orang lain (agen) untuk 
melakukan jasa tertentu demi kepentingan 
principal dengan mendelegasikan otoritas 
kepada agen. 

Hal lain yang dapat juga di pengaruhi 
karena adanya perbedaan kepentingan 
tersebut yakni menyangkut kinerja perusahaan, 
seperti kebijakan perusahaan yang menyangkut 
dalam hal pajak. Didalam penelitian ini pihak 
prinsipal adalah pemerintah dan pihak agennya 
adalah perusahaan manufaktur. Dimana, 
perusahaan manufaktur diatur sebagai Wajib 
Pajak. Dikarenakan adanya perbedaan 
kepentingan serta sistem perpajakan Indonesia 
yang akan memberikan tanggung jawab serta 
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wewenang kepada wajib pajak untuk 
menghitung dan melaporkan pajak sendiri, hal 
tersebut dapat memunculkan upaya-upaya 
wajib pajak dalam rangka pengurangan pajak 
yaitu dengan tax planning dengan melakukan 
strategi pengindaran pajak. 

Teori keagenan menjelaskan 
bagaimana pihak-pihak yang terkait dalam 
perusahaan akan mengambil tindakan, karena 
dasarnya antara para pemegang saham 
dengan manajer memiliki kepentingan yang 
berbeda. Perbedaan kepentingan 
memunculkan konflik keagenan. Para manajer 
dalam perusahaan terkadang berupaya untuk 
menyembunyikan informasi perusahaan yang 
sebenarnya dari para pemegang saham guna 
melindungi kepentingan diri sendiri hingga hal 
tersebut dapat mengganggu kepentingan 
pemegang saham yang seharusnya bisa 
mendapatkan informasi sebenarnya (Meilinda 
dan Cahyonowati 2018). 

 
Corporate Governance  

Pemikiran mengenai corporate 
governance ini didasarkan dari teori agensi 
dimana pengelolaan suatu perusahaan harus 
diawasi serta dikendalikan guna memastikan 
bahwa pengelolaan setiap perusahaan 
dilakukan dengan penuh kepatuhan terhadap 
peraturan dan ketentuan yang berlaku (Hanum 
and Zulaikha 2013). Tidak sedikit juga 
perusahaan yang menerapkan praktik good 
corporate governance dalam rangka 
menimalisasi resiko bisnis yang terjadi. Good 
corporate governance merupakan suatu tata 
kelola perusahaan dimana menjelaskan 
mengenai hubungan antara berbagai partisipan 
didalam suatu perusahaan yang ingin 
menentukan arah kinerja perusahaan 
(Haruman 2008) dalam (Maharani and 
Suardana 2014). 

Corporate governance mempunyai 
beberapa peranan, diantaranya yaitu menjadi 
pengawas atas praktik penghindaran pajak. 
Prosedur pengambilan keputusan serta 
pemantauan kinerja sehingga hasilnya dapat 

dipertanggungjawabkan (Sumihandayani 2013). 
Corporate governance berfungsi sebagai 
pemantau tata kelola perusahaan dalam 
menentukan arah perusahaan berdasarkan 
karakter dari pemimpin perusahaan. Karakter 
dari seorang pemimpin memiliki pengaruh 
dalam  pengambilan keputusan dalam 
penghindaran pajak.  
 
Executive Compensation dalam Tax 
Avoidance 

Tujuan dari pemilik perusahaan 
memberikan kompensasi yang tinggi agar 
manajemen termotivasi dalam meningkatkan 
produktivitas untuk mencapai kinerja yang 
tinggi. Pemberian kompensasi juga merupakan 
cara yang dilakukan oleh pemilik perusahaan 
dalam rangka mengatasi konflik keagenan yang 
sering kali terjadi dalam perusahaan akibat 
kurangnya informasi. Kompensasi eksekutif 
lainnya seperti opsi saham , saham komponen, 
tunjangan, gaji dan serta bonus yang diberikan 
berdasarkan kinerja manajemen. Sistem bonus 
dapat menjadi motivasi bagi manajer untuk 
meningkatkan kinerja, tanpa harus berupaya 
lebih keras untuk melakukan penghindaran 
pajak. Peningkatan kinerja juga menunjukkan 
bahwa perusahaan meningkatkan laba dan 
menaikkan pajak (Puspita and Harto 2019). 
H1: Terdapat pengaruh Executive 
Compensation terhadap Tax Avoidance 
 
Executive Character terhadap Tax 
Avoidance 

Sesuai dengan tugas pimpinan 
perusahaan, Risk takers dan risk averse 
merupakan dua karakter yang dimiliki eksekutif. 
Pengambil risiko merupakan eksekutif 
perusahaan yang bersifat sangat berani saat 
mengambil keputusan dalam berbisnis dan 
ingin memiliki pendapatan, jabatan, kekayaan, 
dan otoritas yang lebih tinggi (Budiman & 
Setiyono 2012) 

Para eksekutif risk averse memiliki ciri 
yang lebih berfokus pada pengambilan 
keputusan yang tidak menghasilkan risiko yang 
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lebih besar. Pemimpin yang bersifat risk taker 
memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk 
bertindak dalam melakukan penghindaran 
pajak. Pimpinan perusahaan berperan dalam 
pemberian izin atas penerapan penghindaran 
pajak. Di dalam pengambilan sebuah 
keputusan pemimpin perusahaan memiliki 
karakter yang berbeda-beda. Karakter 
kepemimpinan dapat dibagi menjadi dua yaitu 
pengambil risiko dan penghindar risiko.  
H2: Terdapat pengaruh Executive Character 
terhadap Tax Avoidance 
 
Institutional Ownership terhadap Tax 
Avoidance 

Dalam Wahyudi and Pawestri (2006) 
proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh 
pemilik institusional dan pemegang blok pada 
akhir tahun merupakan pengertian dari 
kepemilikan institusional. Kepemilikan 
institusional saham merupakan proporsi saham 
yang dimiliki oleh institusi, seperti asuransi, 
bank, atau institusi lain (Simarmata dan 
Cahyonowati 2013).  

Shafer and Simmons (2008) 
mengemukakan bahwa Kepemilikan 
Institusional memainkan peranan penting dalam 
memantau, mendisiplinkan dan memengaruhi 
manajer di dalam manajemen pajak. 
Keberadaan investor institusional dianggap 
mampu menjadi mekanisme pengawasan yang 
efektif di dalam semua keputusan yang akan 
diambil oleh manajer. Penyebabnya yaitu 
investor institusional terlibat langsung dalam 
setiap pengambilan keputusan strategis 
sehingga tidak mudah diperdaya terhadap 
tindakan manipulasi laba. 
H3: Terdapat pengaruh Institutional Ownership 
terhadap Tax Avoidance 
 
The Proportion of Board of Director 
terhadap Tax Avoidance 

Dewan Komisaris sebagai pengurus 
perusahaan bertanggung jawab secara kolektif 
untuk mengawasi dan mengkaji kinerja 
manajemen dalam rangka memastikan bahwa 

perusahaan berjalan dengan baik dan tetap 
melindungi kepentingan pemegang saham. 
Komisaris independen bersama dengan tim 
dewan komisaris lainnya menjalankan tugas 
pengawasan dan menentukan strategi 
kebijakan yang dapat menguntungkan 
perusahaan, namun tidak melanggar hukum 
termasuk didalamnya penentuan strategi yang 
terkait dengan perpajakan. Dengan adanya 
komisaris independen maka di setiap 
perumusan strategi perusahaan yang dilakukan 
oleh dewan komisaris beserta manajemen 
perusahaan dan para stakeholder 
memungkinkan memberikan jaminan hasil yang 
efektif dan efisien termasuk dalam kebijakan 
yang terkait dengan tindakan tax avoidance 
(Hanum and Zulaikha 2013). 
H4: Terdapat pengaruh The Proportion of Board 
of Director terhadap Tax Avoidance 
 
The Audit Committee terhadap Tax 
Acoidance 

Komite audit merupakan komite yang 
bertanggung jawab dalam mengawasi audit 
eksternal perusahaan dan merupakan sumber 
kontak utama antara auditor dengan 
perusahaan. Komite audit sesuai dengan 
perannya dapat membantu para Dewan 
Komisaris agar kekurangan informasi tidak 
terjadi dengan cara melakukan monitoring. 
Informasi akan semakin berkualitas dan kinerja 
akan semakin efektif dari pihak manajemen 
akan terjadi apabila pengawasan semakin ketat 
dilakukan pada manajemen perusahaan 
(Hanum and Zulaikha 2013). 

Komite audit ini dibentuk oleh dewan 
komisaris perusahaan dalam rangka membantu 
dewan komisaris perusahaan pada saat 
melakukan pemeriksaan atau penelitian 
terhadap pelaksanaan fungsi direksi. 
Manajemen dan auditor independen 
melaksanakan pengelolaan perusahaan serta 
tugas penting yang berkaitan dengan sistem 
pelaporan keuangan melalui pengawasan 
terhadap proses pelaporan keuangan. 
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H5: Terdapat pengaruh The Audit Committee 
terhadap Tax Avoidance 
 
Audit Quality terhadap Tax Avoidance 

Audit merupakan suatu kegiatan 
mengumpulkan dan memeriksa serta 
menganalisis informasi berupa laporan 
keuangan yang dapat digunakan sebagai bukti 
untuk membuktikan apakah informasi tersebut 
sesuai dengan kriteria yang ditetapkan atau 
tidak sehingga nantinya tidak terjadi kesalahan 
dalam proses pengauditan. Audit biasanya 
dilakukan oleh akuntan publik dalam rangka 
menilai seberapa wajar nilai laporan keuangan 
yang dibuat oleh perusahaan dengan 
menggunakan prinsip akuntansi.  
Perusahaan publik semakin menuntut 
transparansi setiap perusahaan, dikarena 
transparansi adalah cara pengungkapan 

laporan keuangan sebagaimana adanya tanpa 
adanya pemalsuan informasi. Kualitas audit 
yang baik dapat mengurangi praktik 
penghindaran pajak (Dewi and Jati 2014). 
H6: Terdapat pengaruh Audit Quality terhadap 
Tax Avoidance 
 
 
METODE PENELITIAN 
 

Populasi yang digunakan dalam 
penelitian berikut ialah perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 
periode 2018 sampai 2020, yang berjumlah 167 
perusahaan. Pemilihan sampel dalam 
penelitian berikut menggunakan metode 
purposive sampling. 
 
 

 
Tabel 1 Prosedur Pemilihan Sampel 

No Kriteria Perusahaan Data 

1. 

Perusahaan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia 
sebelum tanggal 31 Desember 2018 dan tidak delisting 
selama periode 31 Desember 2018 sampai dengan 31 
Desember 2020 

167 501 

2 
Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan 
keuangan periode 31 Desember 2018 – 2020 

(11) (33) 

3 

Perusahaan mempunyai sampel data yang lebih 
lengkap yang dibutuhkan untuk penelitian ini, yaitu 
biaya kompensasi (gaji, tunjangan dan bonus), EBITDA 
(laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi), 
total aset, proporsi saham yang dimiliki institusi, jumlah 
saham yang diterbitkan, jumlah komisaris, dan firma 
yang mengaudit informasi perusahaan 

(17) (51) 

4 
Perusahaan memiliki dewan komisaris dan komite audit 
independen untuk periode 2018 – 2020 

(0) (0) 

5 
Perusahaan melakukan pembukuan dengan 
menggunakan Rupiah 

(36) (108) 

6 
Perusahaan memiliki laba sebelum dan sesudah pajak 
yang positif untuk periode 2018 – 2020 

(45) (135) 

7 
Perusahaan memiliki nilai ETR saat ini diatas 0 dan 
kurang dari 1 

(9) (27) 

 Total data yang digunakan 49 147 

Sumber: Data sesuai dengan kriteria penelitian 
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Pengukuran penghindaran pajak dalam 

penelitian ini menggunakan metode 
penghindaran pajak yang disebut current ETR, 
dimana ETR merupakan alat guna mengukur 
seberapa besar penghindaran pajak dalam 
perusahaan.  Effective Tax Rates (ETR), yaitu 
merupakan ukuran hasil berbasis pada laporan 
laba rugi yang secara umum mengukur 
efektifitas dari strategi pengurangan pajak dan 
mengarahkan pada laba setelah pajak yang 
tinggi (Puspita dan Febrianti 2018). Berikut ini 
adalah yang digunakan untuk menghitung 
Effective Tax Rates (ETR): 

 
Current ETR = 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑝𝑒𝑛𝑔ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘
𝑥 100% 

 
Kompensasi eksekutif dalam penelitian 

ini diukur mengikuti Tandean and Winnie (2016), 
yaitu diukur berdasarkan gaji dan tunjangan 
yang diterima oleh eksekutif selama tahun 
berjalan. Data kompensasi eksekutif terdapat 
dalam annual report perusahaan. Kompensasi 
eksekutif diukur menggunakan total besaran 
remunerasi yang diterima oleh eksekutif selama 
setahun. 

Risiko yang dimiliki oleh suatu 
perusahaan dapat mengukur suatu karakter 
eksekutif Paligrova dalam Budiman & Setiyono 
(2012). Untuk mengukur risiko dengan 
menggunakan standar deviasi, EBITDA 
(Earning Before Interest, Tax, Depreciation and 
Amortization) dibagi dengan total aset 
perusahaan.  

Karakter eksekutif merupakan variabel 
dummy. Jika perusahaan yang memiliki nilai 
standar deviasi melebihi rata-rata standar 
deviasi, maka seluruh perusahaan akan diberi 
nilai 1 yang mewakili pemimpin pengambil 
risiko (risk taker). Perusahaan yang memiliki 
standar deviasi kurang dari rata-rata standar 
deviasi seluruh perusahaan akan diberi nilai 0 
yang mewakili pemimpin yang menghindari 
risiko (risk averse) (Hanafi and Harto 2014).  

Kepemilikan institusional merupakan 
proporsi saham yang dimiliki oleh pemilik 
institusional dan pemegang blok pada akhir 
tahun yang diukur dengan menggunakan 
persentase. Indikator pengukuran kepemilikan 
saham oleh eksekutif pada penelitian ini adalah 
persentase jumlah saham yang dimiliki oleh 
eksekutif terhadap jumlah saham yang beredar 
(Hanafi and Harto 2014).  

Menurut Maharani dan Suardana 
(2014), proporsi dewan komisaris independen 
adalah persentase perbandingan anatara 
komsaris independen dengan jumlah anggota 
dewan komisaris lainnya yang memegang 
peranan dalam pengawasan manajemen 
perusahaan. Proporsi komisaris independen 
diukur dengan menggunakan persentase 
dewan komisaris independen terhadap jumlah 
total dewan komisaris yang memiliki peranan 
penting dalam pengawasan manajemen 
perusahaan (Puspita dan Febrianti 2018). 

Anggota yang dibentuk oleh dewan 
komisaris yang memiliki pemahaman memadai 
mengenai pembuatan laporan keuangan dan 
prinsip-prinsip pengawasan internal merupakan 
pengertian dari Komite Audit. Kualifikasi yang 
paling penting dari seorang anggota komite 
audit terletak pada common sense, kecerdasan 
dan suatu pandangan yang independen. 
Jumlah anggota komite audit di perusahaan 
digunakan sebagai alat ukur tata kelola 
perusahaan yang baik. Oleh karena itu, komite 
audit ini dapat diukur dengan menghitung 
jumlah komite audit yang terdapat dalam 
sebuah perusahaan yang terdaftar di BEI 
(Mahanani et al. 2017).  

Kualitas audit adalah variabel dummy. 
Jika perusahaan sampel diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik maka The Big Four akan diberi 
nilai 1, dan jika perusahaan sampel tidak 
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik The Big 
Four akan diberi nilai 0 (Tandean and Winnie 
2016). 
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HASIL PENELITIAN 
 

Hasil pengujian statistik deskriptif dan pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:
 

Tabel 2 Descriptive Statistics 

Variabel Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

ETR ,0069006114 ,959335748 ,24942111 ,126462492 
KOMP 129926000 1332000000

000 
472250866 1565768605 

RES 0 1 ,97 ,163 
INST ,1399845755 ,997112200 ,67497734 ,196986700 
INDP 28,57142857 83,3333333

3 
41,9914156

1 
10,81983558 

KOM 2 4 3,04 ,258 
KA 0 1 ,42 ,496 
SIZE 25,95468009 33,4945329 29,200888 1,52748594 

Sumber: Hasil pengelolahan data statistik 

 
Tabel 3 Hasil Uji t 

Variabel  B Sig.  

(Constant) 0,752 0,010 
KOMP 1,147E-14 0,891 

RES 0,002 0,948 

INST -0,025 0,650 

INDP -0,001 0,376 

KOM 0,039 0,408 

KA 0,046 0,074 

SIZE -0,020 0,024 
Sumber: Hasil Pengolahan Data statistik 

 
Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai 

koefisien regresi dan nilai signifikansi dari 
variabel executive compensation (KOMP) 
sebesar 1,147 dan 0,891 ≥ 0,05. Hasil ini 
menjelaskan bahwa executive compensation 
tidak cukup berpengaruh terhadap 
penghindaran pajak. Semakin tinggi besaran 
remunerasi eksekutif maka semakin besar pula 
minimalisasi penghindaran pajak yang akan 
dibayarkan. Dalam landasan teori, telah 
disebutkan bahwa intinya tidak banyak terdapat 
wajib pajak yang rela membayar pajak. 
Seorang individu umumnya hanya akan 
melakukan tindakan yang menguntungkan 

dirinya. Kompensasi tinggi yang diberikan 
kepada eksekutif merupakan suatu cara yang 
baik dalam upaya pelaksanaan efisiensi pajak 
perusahaan. Eksekutif akan merasa lebih 
untung bila menerima remunerasi yang lebih 
besar jumlahnya sehingga hal tersebut akan 
berdampak kepada peningkatan kinerja yang 
lebih baik dalam perusahaan. 

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai 
koefisien regresi dan nilai signifikansi dari 
variabel executive character (RES) sebesar 
0,002   dan 0,948 ≥ 0,05. Hasil ini menjelaskan 
bahwa executive character tidak berpengaruh 
terhadap penghindaran pajak. Hal ini 
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menunjukkan bahwa karakter eksekutif bukan 
pengambil risiko. Karakter eksekutif memiliki 
pengaruh negatif terhadap ETR dimana 
eksekutif dalam penelitian ini lebih bersifat risk 
averse, dalam sifat ini eksekutif memiliki 
kecendrungan tidak berani untuk melakukan 
penghindaran pajak. 

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai 
koefisien regresi dan nilai signifikansi dari 
institutional ownership (INST) sebesar -0,025   
dan 0,650 ≥ 0,05. Hasil ini menjelaskan bahwa 
institutional ownership tidak berpengaruh 
terhadap penghindaran pajak. Besarnya 
institutional ownership memungkinkan untuk 
terjadinya tindakan penghindaran pajak dalam 
suatu perusahaan. Perusahaan merasa 
memiliki tanggung jawab kepada para 
pemegang saham dan cenderung ingin 
menghindari risiko atas besarnya jumlah 
pembayaran pajak. 

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai 
koefisien regresi dan nilai signifikansi dari 
proportion of BOC (INDP) sebesar 0,001   dan 
0,376 ≥ 0,05. Hasil ini menjelaskan bahwa 
proportion of BOC tidak berpengaruh terhadap 
penghindaran pajak. Hal ini biasanya terjadi 
karena fungsi pengawasan yang dapat 
dijalankan dengan baik oleh direktur 
independensi serta cepatnya responsif tindakan 
penghindaran pajak dalam perusahaan. Jika 
komisaris independen mengalami peningkatan 
maka aktivitas penghindaran pajak akan 
menurun. Sehingga peningkatan proporsi 
komisaris independen dapat mencegah 
terjadinya aktivitas penghindaran pajak. 

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai 
koefisien regresi dan nilai signifikansi dari audit 
committee (KOM) sebesar  0,039   dan 0,408 ≥ 
0,05. Hasil ini menjelaskan bahwa audit 
committee tidak berpengaruh terhadap 
penghindaran pajak. Hal ini dapat disebabkan 
dari cara pengukuran yang dilakukan dalam 
penelitian yang menunjukan hasil tabulasi data 
variabel komite audit cenderung homogen. 
Oleh karena itu, sulit dalam mengukur secara 

tepat pengaruh variabel komitte audit terhadap 
tax avoidance. 

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai 
koefisien regresi dan nilai signifikansi dari 
variabel audit quality (KA) sebesar  0,046   dan 
0,074 < 0,10. Hasil ini menjelaskan bahwa audit 
quality berpengaruh terhadap dependen 
penghindaran pajak. Terdapat ada perbedaan 
penghindaran pajak antara perusahaan yang 
diaudit oleh KAP The Big Four maupun KAP 
non-Big Four. Dalam pelaksanaan audit, KAP 
mengaudit laporan keuangan sudah 
berdasarkan pada aturannya serta tergantung 
prinsip-prinsip kontrol yang telah ditetapkan 
oleh Dewan Standar Profesi Akuntan Publik. 
Dalam hal ini KAP saat mengaudit laporan 
keuangan memegang pedoman profesionalitas. 
Kantor Akuntan Publik telah dipercaya untuk 
mengaudit laporan keuangan dikarenakan telah 
memiliki intergritas yang tinggi dalam penyajian 
laporan keuangan sesuai seperti nilai yang 
sebenarnya. Para auditor dari kantor akuntan 
publik akan menjaga dengan baik reputasi dan 
kepercayaan yang telah diberikan dengan 
mempertimbangkan sanksi yang akan diberikan 
oleh kode etik akuntan publik jika melakukan 
kesalahan. Terbukti bahwa kualitas audit yang 
baik akan mengurangi praktik penghindaran 
pajak. 
 
PENUTUP 

 
Executive compensation tidak 

berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil 
penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Hanafi dan Harto didukung 
oleh Armstrong et al (2012), dan Desai dan 
Dharmapala (2006). Executive character tidak 
berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil 
penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Radiansah dan Nofryanti 
(2015). 

Institutional ownership tidak 
berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil 
penelitian ini konsisten dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Dewi and Jati (2014) 
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mengemukakan bahwa kepemilikan 
institusional tidak memiliki pengaruh terhadap 
Tax Avoidance. Hal ini didukung dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan 
Kurniasih (2012) dan Silviana dan Widyasari 
(2018) serta Alviyani (2016). 

The proportion of BOC tidak 
berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil 
penelitian ini konsisten dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Hanum and Zulaikha (2013). 
Audit committee tidak berpengaruh terhadap 
tax avoidance. Hasil penelitian ini konsisten 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi 
dan Sari (2015), Feranika (2016), dan Triyanti 
et al. (2020) menjelaskan bahwa komite audit 
tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 
Audit quality berpengaruh terhadap tax 
avoidance. Hasil penelitian ini konsisten 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Darma 
et.al (2019) dan Winata (2014), Yuniarwati et al. 
(2017), dan Damayanti dan Susanto (2015) 
juga menyatakan bahwa Kualitas audit tidak 
memiliki pengaruh terhadap Tax Avoidance.  

Penelitian ini memiliki keterbatasan 
yaitu penelitian ini hanya menggunakan periode 
data sampel selamaa 3 tahun yaitu tahun 2018-
2020. Penelitian ini hanya berfokus pada 
perusahaan manufaktur dengan total 49 sampel 
perusahaan yang dapat digunakan sebagai 

data penelitian hingga data kurang mewakili 
populasi perusahaan yang terdapat di dalam 
periode penelitian. Penelitian ini menghasilkan 
Adjusted R Square bernilai 7%. Dimana masih 
terdapat 93% variasi variabel dependen tax 
avoidance yang dapat dijelaskan menggunakan 
variasi variabel lain yang tidak dimasukkan 
kedalam model regresi. 

Rekomendasi terhadap penelitian 
selanjutnya yaitu dalam penelitian selanjutnya 
diharapkan agar memperpanjang jangka waktu 
penelitian menjadi lima tahun atau lebih guna 
dapat memberikan hasil penelitian yang lebih 
baik. diharapkan  dapat mencari serta 
menambahkan variabel independen lain yang 
dinilai memiliki pengaruh terhadap 
penghindaran pajak, seperti Profitabilitas, 
leverage, sales growth, reformasi perpajakan, 
keragaman gender dewan  direksi,  financial 
distress dan intensitas modal.  Serta 
diharapkan dapat menambah jumlah sampel 
yang digunakan sebagai data penelitian guna 
mewakili populasi perusahaan dalam periode 
penelitian misalnya menggunakan perusahaan 
non-manufaktur. Serta agar data dapat 
berdistribusi normal dan dapat menghilangkan 
masalah heteroskedastisitas yang terjadi.  
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